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Hilanglkan Egoisme dalam
Permbahasan RUU Pemilu

Mendagri: Kenapa Pres-T Harus Diturunkan?

[TJAKARITA] FPencliti
I embagza Ilmu Pengctahuan

Indonesia (LLIFI) Siti Zuhro

mengatakan, alotnya permba-—
hasan presiderzical tRresirold
(Pres—T) dalam RUU Pemilu
kali ini akibat tidak adanya
rujukan. Pemilu 2019 dilaku—
kan serentak sehinsoa secara
empirik belum ada contoh
atau model yang menjadi
rujukan.

“IDalam perkembangzan
Prembahasan RUU Pemilu
ternyata rmernang tidak sermu—
dah membalikkan tangan dan
ini sudah menjadi satu tradi—
si antara DPR dan Pemerintah
yang tidak mudah bersepalkat.
Jansankan antara IDPR dan
pemerintah, antara
DPR sendiri. fraksi-fraksi jugsa
alot.”” ujar Siti Zuhro. Sceclasa
CLY/7D.

Menurutnya., alotnya
pembahasan RUU Pemilu
karena memang banyak
pasal-pasal yang langsungs
bersentuhan densan kepoen—
tingan masing-masing partai
politik. Ia menyarankan asar
RUU Pemilu itaua menjadi fokus
utama dibahas dalam sepekan
ke depan. <

Siti mengatakan. Revisi
Undans-Undang Pemilu saat
ini haruas memiliki filosofi.
Filosofi itu harua jelas karenza

dengsan hasil pemilu serentalk

nanti diharapkan suns=uh
—sungssuh mengacu pada
Penguatan sistem presidensi—
al dan bukan parlementer lagi.

. “Kita harapkan tidak ada
lagi stagnasi seperti AT
Mestinya pembahasan RUU

Poemilu ini  tidak deadlock
karena baik DPR  maupun
permerintah harus mensacu

pada satu titik yang sentral
yaitu bagaimana membuat
Pemilu Serentak 2019 sungs-—
suh-sunssuh adalabh pemilu
yang jauh lebih berkualitas.
Sclain itu memberikan pelu—
ang secebesar-besarnya. basi
warga necara Indonesia yane
memenuhi syaiat. untuk juza
berkompetisi dan jangan
adalazi calon tunze=al]”” jelas—
ny =

Wakil Ketua Pansus RUUT
Pemilu dari Fraksi Gerindra
Ahmad Riza Fatria menam-—
bahkan, dari S isu krusial yang
alot dibahas sclama ini tingsal
Pres-T yang belum scelesai.

““Jadi dari sekian isu.
sebetulnya hanya satu isu yaing

_belum sclesai yaitu Pres 1.7

ujar Riza Patria.

Riza mengaku heran
denzan pemerintah yang
ngotot Pres-T harus 20%26.
Padahal. dalam UU sudah

diatur yans punya kewenans—
an masalah ini adalah siap=a
yangs punya kewenanzan
mengusung pasangan calon
presiden dan wakil presiden
adalah partai atau

internal

sabungan partai politik dan
bukurm pemerintah .

Pemerintah sebagai
eksekurtif tidak punya hak dan
kewenangan dalam hal ini
posisi pemerintahannya secba—
sai pembuat undans-—undans
bersama dengan DPR. Scjak
awal saya sudah mengapre—
siasi apa yvang disampaikan
oleh bapak Mendagri. Presicden
bahwa UU pemilua ini dormna—
innya IDPR dan Partai Politik >~
katanyza_

Tetapi dalam perjalanan—
nya ternyata ada satua pasal
yang tidak mau beracrak
ambang batas pencalonan
presiden. Ia mompertanyakan
pemilu 2019 menggsunakan
Threshold 2014, yyang sudah
terpakai untuk kepentingan
2019 dan parlemen yang duduk
di 2019. Padahal, ada partai
baru yangs akan duduak  di
parlemen tak diberi kewe—
nansan untuk mencalonkan
presiden.

““Saya hanya ingin tahu
posisi MK kalau nanti dipu—
tuskan ada angka Pres— 1. Kalau
ada yang mengouocat dan
menang bisa jadi liar. jusa
kan?” Katanya. >

Riza mengaku kaset, cari
S'isu ini pemerintah bersikes
ras tidak mau turan. dari 2096

padahal  pemerintah borke—
pentinsan bahwa WU ini
sSelesai. Kalau ULJ tidalk

selesai miaka pemerintah yans
dipersalahkan.

““Kalau 10 Fraksi berbeda
pendapat itu hal biasa karcma
kami punya mekanisme untulk
menyatukan pendapat. Pertaana
musyaswarah dan terakhir
adalah voting.”” tuturnya.

Wakil Ketua Pansus dari
Fraksi PAN Yandri Susanto
mencekankan, dalam maemba—
has undans-undangs jangan
ada semangat untuk mengha-—
bisi pihak lain.

- Fraksi PAN tetap mcecnungs —
=u sikap pemerintah apakah
masih mau berubah dari angska
207 .-

TKalau salah satua fraksi
menarik  diri.
sudahlah pembahasan undang
—undang itu. RUU ini boleh
menyangkut hajat hidup orang
banyalk maka semestinya dapat
disclesaikan dengan baik.””
katanya.

™NEusy avwarzak

Menteri IDalam Negeri
(mendagri) Tiahjo Kumolo
mempertanyakan scjumlah
pihak yvang ingin moenurunkan.
bahkan menghapus Pres-T.
Pres—-T merupakan ambang
batas partai politik (parpol)
dapat mengusungs pasangan
calon presiden (capres) dan
calon wakil presiden (cawap—
res).

““Hal yangs sudah bagus
kenapa harus diubah? Kenapa

malka sclesai-

harus diturunkan? Harusny=a,
Kezrz. dimaksimalkan., ditins—
katkan, atau dipertahankan.
kata ‘Tjahjo. di Komplcks
Istana Kepresidenan. Jakarta.
Rabu (11/7).

Menurutnya. anska Pres— T
sebesar 20925 kursi IDPR atau
2596 suara sah nasional masih
relevan diterapkan padza
pemilihan presiden dan walk
presiden (pilpres) 2019, Pres—T
Jusa dinilai tidak bertentans-—
an dengan UUD 1945,
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ANTARA/M AGUNG RAJASA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) d|dampmg| Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
(ketiga kanan) memberikan keterangan pers sebelum rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di
- Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). Rapat kerja tersebut membahas penetapan
.empat isu krusial, di antaranya ambang batas parlementer, metode konversi suara, pembagian
wilayah daerah pemilihan, dan sistem pemilu yang akan digunakan.
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